BUPATIMALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas kedinasan, periu
mengatur tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dengan
memperhatikan prinsip selektif, efesiensi, efcktivitas,
kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, serta
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai
dengan biaya riil (at cost) dan lumpsum;

b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan tidak sah dan
tidak berlaku secara umum Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, yang mengubah pola pembayaran perjalanan
dinas bagi anggota DPRD, semula lumpsum menjadi at
cost (biaya riil] sebagaimana pengaturan awal dalam
Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional; .

c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, -efektifitas,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya
perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran

. Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan

x penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 -
Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Bupati dan Wakil
Bupati, Pegawai Negeri S;ﬁ, Pegawai Tidak Tetap dan

—




Mengingat

Pejabat Lain Yang Disetarakan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah
dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Bupati dan
Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap
dan Pejabat Lain Yang Disetarakan,

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5396);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daergh (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomoor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1133);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781});

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
376}

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor
49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATT TE NTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan dinas jabatan selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah
perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau luar Daerah dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam  negeri yang dilakukan untuk kepentingan
pemerintahan daerah oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan




10.

11.

12,

Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil
Negara serta Pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di

dalam wilayah Kabupaten Malaka.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke
luar wilayah Kabupaten Malaka.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan yang selanjutnya dlsmgkat PPTK adalah
pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Surat Perintah Tugas yang selanjuinya disebut SPT adalah surat perintah
kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta
Pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melakukan perjalanan dinas.
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur
Sipil Negara serta Pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

14.

15.

16.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota/Negarayang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.

Uang Persediaan yang selanjuinya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran lhngsung.

Standar Harga Satuan adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD.




17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang seclanjuinya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Daerah adalah Kabupaten Malaka.

19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.

20. Bupati adalah Bupati Malaka.

21. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malaka.

22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.

23. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Malaka.

24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.

25. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.

26. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Malaka.

27. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka.

28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan
berdasarkan peraturan perundangundangan.

29. Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Non-ASN adalah pekerja yang
bekerja di lingkungan pemerintahan, tetapi tidak termasuk dalam status
kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari tenaga harian lepas,
pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja, sukarelawan, peserta magang dan
tenaga honorer.

30. Pihak lain adalah keluarga inti Bupati dan Wakil Bupati, tenaga ahli, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ajudan dan pengawal pribadi serta
pers atau lainnya yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

31. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selanjuinya disebut Forkopimda adalah
forum yang dibentuk untuk membahas dan menyepakati penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Kepala
Kepolisian, Kepala Kejaksaan dan Komandan Tentara Nasional Indonesia.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.

33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk dijadikan sebagai pedoman
pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan
Perjalanan Dinas dalam rangka perxyelenggaraipemerintahan.




Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur mengenai pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan Perjalanan Dinas
bagi Pelaksana SPPD yang dibebankan pada APBD.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

a.

b.

selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Perangkat Daerah;

efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan
pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB II
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, yang terdiri atas:
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam; dan
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan
8 (delapan) jam.
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdiri atas:
1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan/atau
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi.

c. Perjalanan Dinas luar negeri.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,

meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan Pelaksana
SPPD;

b. mengikuti rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat kerja
daerah/nasional, peningkatan kapasitas/wawasan, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, simposium, lokakarya, jambore, pelatihan,
capacity building, seminar/ diseminasi, sosialisasi, focus group
discussion, workshop, training of trainer, dan kegiatan sejenis lainnya
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yvang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah
Daerah/Lembaga/instansi lainnya; )

kaji terap, kaji tiru, kaji banding, kunjungan kerja, studi lapangan,
konsultasi, koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi, survey
lapangan, kunjungan lapangan berkaitan dengan pembinaan program,
kegiatan pameran (Expo), kegiatan peliputan keprotokolan pimpinan,
dan kegiatan sejenis lainnya;

penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
menghadiri undangan kedinasan;

pengumpulan data dan informasi diluar tempat kedudukan;
promosi/pameran pembangunan atau produksi Daerah;

mengikuti lomba, menerima hadiah atau penghargaan; .
menghadiri Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari
Pahlawan, dan menghadiri Hari Jadi Kabupaten Malaka serta kegiatan
lainnya yang bersifat khusus;

menempuh ujian dinas, ujian jabatan, assesment jabatan atau uj
kompetensi;

mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia;

pengumandahan (detasering) diluar tempat kedudukan;

menghadap majelis penguji kesechatan pegawai negeri atau menghadap
seoarang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;

mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negerj;

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
dan/atau

menjemput, dan mengantar jenazah Pelaksana SPPD yang meninggal
dunia dalam melaksanakan tugas.

Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c,
miliputi Perjalanan Dinas luar negeri untuk keperluan:

a.
b.
c.

F PR

penjajakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
tindak lanjut kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan
budaya Daerah;

kunjungan persahabatan;

pendidikan dan pelatihan;

studi banding;

seminar;

lokakarya;

konferensi;

pertemuan internasional;

penandatangan naskah kexjasamﬁan/ata‘u
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1. narasumber/pembicara.

Pasal 6

Tingkat biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan jabatan, yang
terdiri atas:

Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);

Pejabat Daerah (Pimpinan dan Anggota DPRD);

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamay;
Pejabat Administirasi (Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pellaksana);
dan

e. Pejabat Fungsional (Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan).
Tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Non Pegawai ASN disetarakan dengan
tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt)/pelaksana
harian (Plh) pada sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya
maka tingkat biaya Perjalanan Dinasnya dapat menggunakan tingkat biaya
Perjalanan Dinas yang berlaku pada jabatan definitif yang dijabatnya,
dengan ketentuan tujuan Perjalanan Dinasnya berhubungan dengan tugas
dan fungsi yang melekat pada jabatan pelaksana tugas (Pit) /pelaksana
harian (Plh) yang dijabatnya.

g9 o

Pasal 7

Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah
atau berpartisipasi dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat
diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.” Pegawai ASN di luar Pemerintah Daerah, meliputi: Pegawai ASN dari

pemerintah Provinsi/ instansi vertikal/ kementerian/ lembaga / TNI/

POLRI/ kejaksaan/ pengadilan;

Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan;

tokoh agama, tokoh masyarakat, narasumber, dan tenaga ahli;

Kepala Desa dan Perangkat Desa;

kelompok tani, murid teladan, atlet, seniman, masyarakat perorangan,

siswa/mahasiswa, dan masyarakat lainnya; dan

f.  kelompok pakar atau tim ahli.

Biaya Perjalanan Dinas Pegawai ASN di luar Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:

a. Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Distrik
Militer, dan Kepala Kepolisian Resort disetarakan dengan tingkat biaya
Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daeral;

b. Kepala staf Komando Distrik Militer dan Wakil Kepala Kepolisian Resort
disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Administrator Eselon Illa; s\

L =T T~
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¢. Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, dan Perwira
Kepolisian/TNI disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas
Jabatan Pengawas Eselon IVa;

d. Anggota/staf pada Kepolisian/TNI disetarakan dengan tingkat biaya
Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan

e. Pelaksana SPPD selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf ¢
dan huruf d disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas sesuai
tingkatan golongan yang bersangkutan.

Biaya Perjalanan Dinas Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b diatur sebagai

berikut:

a. tingkat kabupaten untuk Ketua disetarakan dengan tingkat biaya
Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah,
Wakil Ketua disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Administrator Eselon Illa, dan keanggotaan lainnya disetarakan dengan
tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan

b. tingkat kecamatan untuk Ketua disetarakan dengan tingkat biaya
Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon [Ila, Wakil Ketua
disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas
Eselon IVa, dan keanggotaan lainnya disetarakan dengan tingkat biaya
Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

Biaya Perjalanan Dinas tokoh agama, tokoh masyarakat, narasumber, dan

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan biaya

Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas

Jabatan Pengawas Eseclon IVa.

Biaya Perjalanan Dinas kelompok tani, murid teladan, atlet, seniman,

masyarakat perorangan, siswa/mahasiswa, dan masyarakat lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetarakan dengan tingkat

biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

Biaya Perjalanan Dinas kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan

Dinas Jabatan Administrator Eselon Ila.

Bagian Kedua
Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

Pasal 8

Dalam hal mengajukan SPT Perjalanan Dinas, SPT Perjalanan Dinas
dilengkapi dengan teleks/ radiogram/ faksimile/ surat/ undangan/ izin
Perjalanan Dinas luar negeri/ jadwal kegiatan dari hasil badan musyawarah
DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan Perjalanan Dinas, kecuali atas
perintah Bupati baik secara lisan maupun tertulis.

Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:
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a. Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama ditandatangani oleh Bupati, kecuali dalam hal Bupati
tidak berada ditempat/cuti, SPT Perjalanan Dinas Wakil Bupati, Kepala
Perangkat Daerah, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat
ditandatangani oleh Wakil Bupati;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, kecuali
dalam hal Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti, SPT Perjalanan
Dinas Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD dapat ditandatangani oleh
salah satu Wakil Ketua DPRD yang mendapatkan pelimpahan
wewenang;

c. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan
Pelaksana, serta Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat
Daerah yang bersangkutan; dan

d Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan
fungsional yang menjalankan tugas Perjalanan Dinas atas perintah lisan
Bupati, SPT Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Bupati.

Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas luar negeri ditandatangani oleh

Bupati berdasarkan izin Perjalanan Dinas luar negeri yang telah disetujui

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penandatanganan SPPD ditandatangani oleh PA/KPA.

Pasal ©

Ketentuan mengenai SPT dan SPPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dikecualikan untuk:

a.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan ofeh tokoh agama, tokoh
masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa, kelompok tani, murid
teladan, siswa/mahasiswa, atlet, seniman, masyarakat perorangan, dan
masyarakat lainnya untuk menghadiri undangan Perangkat Daerah dan
lainnya dapat digantikan dengan surat undangan; dan

Perjalanan Dinas narasumber/tenaga ahli yang diundang Perangkat Daerah
dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dapat
digantikan dengan surat permohonan yang menyebutkan bahwa kemponen
biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh Perangkat Daerah pelaksana.

Pasal 10

SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam maupun Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang
dilaksanakan lebih dari 8 {delapan) jam harus memuatjelas tanggal dan jangka
waktu pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas;$\
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Pasal 11

Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah paling
lama diberikan selama 5 (lima) hari atau sesuai dengan teleks/ radiogram/
faksimile/ surat/ undangan/ permohonan/ telaahan staf.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya sampai dengan 8 (delapan) jam,
kecuali pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud memang sangat diperlukan
penyelesaiannya lebih dari 8 (delapan) jam dan berlanjut pada hari
berikutnya, misalnya seperti Lkegiatan pengawasan, pemeriksaan,
pemantauan, reviu, monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah selaku
Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dan kegiatan pengawasan, monitoring
dan evaluasi oleh Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya selain sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan pengawasan, pemeriksaan,
pemantauan, reviu, monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 15 (lima
belas) hari.

Bagian Ketiga
Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 12

Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:

a. uang harian;

b. uang representasi;

c. biaya penginapan; dan

d biaya transportasi.

Besaran komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana SPPD dalam
menjalankan perintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan
lebih dari 8 {delapan) jam, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, yang meliputi
keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
rincian sebagai berikut:

a. uang saku;

b. transportasi lokal; dan

¢. uangmakan. %\
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Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang harian berupa
uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Pelaksana SPPD
peserta pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Daerah
yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar Daerah.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada
Pelaksana SPPD peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal akomodasi
asrama/penginapan tidak disediakan dan tidak ditanggung oleh panitia
penyelenggara.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian hanya dapat
diberikan secara penuh selama 5 (lima) hari, sedangkan hari selanjutnya
diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Pelaksana SPPD
peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal telah disediakan akomodasi
asrama/penginapan dan akomodasi fullboard/makan 3 (tiga) kali schari
oleh panitia penyelenggara.

Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas dan dibayarkan
secara Lumpsum.

Pasal 14

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b,
diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD,
Anggota DBPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan
Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat
pada jabatan.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai
pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukannya sebagai
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota
DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka Perjalanan Dinas,
seperti biaya tip porter, dan tip pengemudi

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara
Lumpsum.

Pasal 15

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {1) huruf c,
merupakan biaya yang diperlukan Pelaksana SPPD untuk menginap di hotel
atau ditempat menginap lainnya sebanyak hari penugasan dikurangi 1
(satu) hari, termasuk biaya tambahan early check in/late check out
penginapan dalam hal diperlukan oleh Pelaksana SPPD.
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Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan hotel atau tempat menginap

lainnya yang berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya

penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen} dari tarif
penginapan di kota tempat tujuan, dengan melampirkan surat pernyataan
tidak menginap di hotel/ penginapan.

Biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk:

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam yang
dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;

b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat dan sejenisnya yang
dilaksanakan dengan menggunakan paket meeting fullboard (akomodasi
ditanggung pelaksana kegiatan); dan

¢. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan
akomodasi asrama/penginapan ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat

diberikan kepada Pelaksana SPPD peserta pendidikan dan pelatihan dalam

hal tidak disediakan akomodasi asrama/penginapan oleh panitia
penyelenggara.

Biaya penginapan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DERD,

Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan

perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (af cost)

sebanyak hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari.

Pasal 16

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {1) huruf d,
adalah biaya yang diberikan kepada Pelaksana SPPD untuk keperluan
transportasi darat/airflaut/udara selama melaksanakan Perjalanan Dinas
pergi pulang, termasuk biaya bagasi paling banyak 20 (dua puluh) kilogram

(bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitasi bagasi gratis), biaya

tambahan kursi (bagi maskapai yang memberlakukan tarif tambahan kursi),

biaya tol, dan airport tax/retribusi yang dipungut di terminal/ stasiun/
bandara/pelabuhan (tidak termasuk biaya parkir/parkir inap)} sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. biaya tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan
suatu kota ke bandara kedatangan kota tujuan;

b. biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke
tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama
atau sebaliknya;

c. biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang
sama atau sebaliknya;

d. biaya transportasi darat antar kabupaten/kota luar provinsi atau
sebaliknya;
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e. biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar
provinsi atau sebaliknya;

f biaya tiket kapal laut, dan kapal ferry penyeberangan selat, laut, sungai,

dan danau, serta biaya transportasi air/sungai lainnya;

biaya sewa kendaraan;

biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:

1. biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju
bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke
tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

2. biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan,
terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan
asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun
kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan

3. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat
dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan,
terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan
biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

i. biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas.

P @

Pasal 17

Biaya tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
huruf a bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan
dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost) .

Pembayaran biaya tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dapat dilaksanakan melebihi standar harga satuan biaya tiket pesawat
udara yang ditetapkan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran
Biaya Riil (at cost).

Dalam hal biaya tiket pesawat udara belum termasuk yang diatur dalam
standar harga satuan biaya tiket pesawat yang ditetapkan, maka biaya tiket
pesawat udara dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (af cost) ,
sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil {at cost).

Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan satuan
biaya tiket pesawat udara kelas bisnis, sedangkan Anggota DPRD, Pegawai
ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain menggunakan satuan biaya
tiket pesawat udara kelas ekonomi.

Pasal 18

Biaya transportasi darat secbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
huruf b, huruf ¢, dan huruf d bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai ASN (ENS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang
melaksanakan perjalanan dinas jabatan dibayarkan S:?ial dengan Biaya
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Riil {at cost).

Pembayaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan melebihi standar harga satuan biaya transportasi darat
yang ditetapkan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil
{at cost).

Dalam hal biaya transportasi darat belum termasuk yang diatur dalam
standar harga satuan biaya transportasi darat yang ditetapkan, maka biaya
transportasi darat dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (af cost),
sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil {at cost) .

Pasal 19

Biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar
provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut, kapal ferry
penyeberangan selat, laut, sungai, dan danau, serta biaya transportasi
air/sungai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e
dan huruf f bagi Bupati Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan
perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (af cost) .
Dalam hal biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi
dan luar provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut, kapal ferry
penyeberangan selat, laut, sungai, dan danau, serta biaya transportasi
air/sungai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum
termasuk yang diatur dalam standar harga satuan biaya tiket kereta api/bus
antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi atau sebaliknya, dan
biaya tiket kapal laut, kapal ferry penyeberangan selat, laut, sungai, dan
danau, serta biaya transportasi air/sungai lainnya yang ditetapkan, maka
biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar
provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut, kapal ferry
penyeberangan selat, laut, sungai, dan danau, serta biaya transportasi
air/sungai lainnya dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil {af cost] ,
sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (at cost) .

Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan kereta
api/bus dengan kelas spesial/eksekutif, atau kapal laut dengan kelas
VIP/Kelas 1.A, sedangkan Anggota DPRD, Pegawai ASN (PNS/Calon
PNS/PPPK), dan Pihak Lain menggunakan kereta apifbus dengan kelas
eksekutif, atau kapal laut dengan kelas Kelas 1.B.

Pasal20

Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf
g, khusus disediakan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD
untuk keperluan pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas di tempat kota tujuan
yang sudah termasuk biaya pengemudi, biaya tol, bigya parkir, bahan bakar
minyak dan pajak.




(2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} bagi Bupati,
Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at
cost).

Pasal 21

(1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h bagi
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN
(PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan
dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost) .

{2) Pembayaran biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melebihi standar harga satuan biaya taksi yang ditetapkan,
sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil {at cost) .

(3) Dalam hal biaya taksi belum termasuk yang diatur dalam standar harga
satuan biaya taksi yang ditetapkan, maka biaya taksi dapat dibayarkan
sesuai dengan Biaya Riil (at cost), sepanjang didukung dengan bukti
pengeluaran Biaya Riil (at cost).

Pasal 22

(1} Biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i diberikan kepada Pelaksana SPPD
pengguna kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional yang
melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan lumpsum dan
sesuai dengan kebutuhan nyata jarak yang ditempuh.

{(2) Biaya bantuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan
dinas jabatan dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 23

Pengurusan antar/jemput jenazah Pelaksana SPPD yang meninggal dunia
dalam melaksanakan tugas, selain diberikan uang harian, biaya penginapan,
dan biaya transportasi bagi penjemput/pengantar, juga disediakan biaya
pemeriksaan, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah yang dibayarkan
sesuai dengan Biaya Riil (af cost) .

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 24
(1} Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sampai dengan 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan} jam diberikan
uang harian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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{2) Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD,
Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Pejbat Pimpinan Tinggi
Pratama yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8
(delapan) jam diberikan uang representasi sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 25

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan:
a. uang harian;

b. uang representasi;

c. biaya penginapan; dan

d. biaya transportasi.

Pasal 26

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberikan sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 27

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diberikan
kepada Pelaksana SPPD sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14.

Pasal 28

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diberikan
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 29

() Biaya transportasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d,
diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
meliputi:

a. biaya transportasi darat dengan menggunakan kendaraan dinas atau
kendaraan dinas operasional dari tempat kedudukan sampai ke tempat
tujuan/hotel/tempat menginap lainnya dan sebaliknya, atau dari
tempat kedudukan ke bandara/pelabuhan di terminal keberangkatan
(pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; §\
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b. biaya transportasi darat atau biaya taksi dari tempat kedudukan sampai
ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) atau ke
bandara/pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang), diberikan
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21;

c. biaya tiket kapal ferry penyeberangan atau biaya transportasi air/ sungai
dari pelabuhan/terminal keberangkatan sampai pelabuhan/terminal
kedatangan (pergi-pulang), diberikan sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19;

d. biaya tiket pesawat udara dari terminal keberangkatan sampai dengan
terminal kedatangan (pergi-pulang), diberikan sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

e. biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar
provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut (pergi-pulang),
diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

f Dbiaya transportasi darat atau biaya taksi dari bandara/pelabuhan
terminal kedatangan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap
lainnya (pergi-pulang), diberikan sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21; dan

g biaya sewa kendaraan dari bandara/pelabuhan (terminal kedatangan)
sampai ke Kota/tempat tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/ hotel/
tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau s€lama berada di kota
tujuan, diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20.

Biaya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke tempat

tujuan pergi-pulang dikategorikan sebagai transportasi lokal yang

dibayarkan dari komponen uang harian sesuai ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Keenam
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 30

Biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju tempat keberangkatan
keluar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang) dibayarkan sesuai k(?tentuan
biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30. .
Dalam hal kondisi yang mengharuskan Pelaksana SPPD untuk menginap di
tempat keberangkatan keluar negeri pada saat keberangkatan. maupun
kepulangan, maka Pelaksana SPPD dapat diberikan uang hana_n., uang
representasi, dan biaya penginapan sesuai ketentuan biaya Perjalanan
Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan

Pasal 29.




{3) Biaya Perjalanan Dinas dari tempat keberangkatan keluar negeri ke tempat

tujuan luar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang) menggunakan standar
biaya masukan Perjalanan Dinas luar negeri yang berlaku pada anggaran
pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Bagian Ketujuh
Penundaan/PengalihanKepulangan
Perjalanan Dinas, dan Pembatalan

Perjalanan Dinas ‘

Pasal 31

Pelaksana SPPD yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas dapat
menunda kepulangannya dan/atau mengalihkan kepulangannya ke tempat
kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

telah mendapatkan izin lisan dan tertulis dari pejabat yang mengeluarkan
SPT, kecuali pada hari libur;

pejabat yang mengeluarkan SPT tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan;

lamanya waktu penundaan Perjalanan Dinas ditetapkan selama dua hari
kecuali ditentukan lain; dan

uang harian, uang representasi, biaya penginapan, dan biaya transportasi
akibat dilakukan penundaan danjatau pengalihan kepulangan ditanggung
sendiri, kecuali biaya transportasi dari tempat/kota tujuan terakhir dari
penundaan/pengalihan kepulangan pada terminal keberangkatan menuju
tempat/kota tujuan di terminal kedatangan sampai ke tempat kedudukan
yang merupakan bagian dari Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21.

Pasal 32

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya

sembatalan Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada Dokumen

a&Iaksanaa:ﬂ. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan, dengan

melampirkan: _ . o

s surat permyatean pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang
menandaiangani SPT; . ' -

b. surat pernyatean pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas dari
PA/KPA; o oy

C. pemya'taazl/tanda bukti besaran pengembalian biaya tran‘sportasl dari
Perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh
PAJKPA; dan . .

d kuitansi biaya pembatalan Perjalanan Dinas.

' j i i i t (1),
{2} Biaya pembataian Perjalanan Dinas secbagaimana duna.&ild pada ayat (1)




meliputi:
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
b. sebagian atau seluruh biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya

penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ re fund

(3) Pembayaran biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepala Pelaksana SPPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 33

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD disampaikan
kepada PA/KPA paling lambat 5 {lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan
Dinas dilaksanakan.

Pasal 34

(1} Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 bagi Pelaksana SPPD, meliputi:

a.

f
g

a.

telek/ radiogram/ faksimile/ surat/ undangan/ izin Perjalanan Dinas
luar negeri/ jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/
telaahan staf dan/atau permohonan Perjalanan Dinas, kecuali atas
perintah lisan Bupati;

SPT yang sah;

SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, dan pejabat di tempat
tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

rincian biaya Perjalanan Dinas yang memuat uang harian, uang
representasi, biaya penginapan, dan biaya transportasi, serta biaya
lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas;

bukti pengeluaran yang sah dari biaya transportasi, biaya sewa
kendaraan, biaya penginapan, dan biaya pemeriksaan kesehatan, serta
biaya pemeriksaan, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah;
kuitansi biaya Perjalanan Dinas; dan

laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh
Pelaksana SPPD dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(2) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
meliputi: -

tiket kapal ferry penyeberangan, dan tiket transportasi umum air
s€jenisnya;

bukti pembayaran biaya sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidangjasa penyewaan kegdaraan;




tiket pesawat udara, kapal laut, dan kereta api/bus, yang dilampiri
dengan cetak pemesanan tiket yang mencantumkan harga, nama, nomor
dan tujuan tiket serta waktu keberangkatan (print out booking), boarding
pass, airport tax dan retribusi lainnya di terminal keberangkatan beserta
bukti pembayaran moda transportasinya;

d bukti pembayaran biaya bagasi/kursi tambahan /airport tax dan

retribusi lainnya di terminal keberangkatan, serta biaya tol;

e. surat pernyataan kehilangan boardingpass dengan menyebutkan nomor

tiket dan kode booking serta jadwal keberangkatan/kepulangan (dalam
hal boardingpass hilangj);

f bukti sah pembayaran hotel/tempat inenginap lainnya; dan

surat pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan (dalam hal
Pelaksana SPPD tidak menggunakan hotel atau tempat menginap

lainnya yang berbayar).

Pasal 35

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 bagi Pelaksana SPPD Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD

meliputi:

a.

)

telek/ radiogram/ faksimile/ surat/ undangan/ izin Perjalanan Dinas luar
negeri/ jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/ telaahan staf
dan/atau permohonan Perjalanan Dinas;

SPT yang sah;

SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, dan pejabat di tempat tujuan
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat
Tujuan Perjalanan Dinas;

Pakta Integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai SPT oleh Pelaksana SPPD yang
menjabat sebagai Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD;

boarding pass keberangkatan dan kepulangan (dalam hal Perjalanan Dinas
menggunakan transportasi pesawat udara); dan

laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh
Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD
dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal 36

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh tokoh agama, tokoh
masyarakat, kelompok tani, murid teladan, siswa/mahasiswa, Kepala Desa
dan Perangkat Desa, atlet, seniman, dan masyarakat dalam rangka
menghadiri undangan Perangkat Daerah dan lainnya, ketentuan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diganti

dengan:
a. surat undangan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;




()

b. daftar hadir yang ditandatangani;

c. daftar rincian tanda terima uang harian; dan

d. bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan biaya transportasi
dan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost).

Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh narasumber/tenaga

ahli dalam rangka menghadiri undangan Perangkat Daerah, ketentuan

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diganti
dengan:

a. surat undangan dari Perangkat Daerah pelaksana kegiatan yang
memuat pemberitahuan bahwa biaya Perjalanan Dinas ditanggung
Perangkat Daerah pelaksana;

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan biaya transportasi
yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost) ;

¢. bukti pembayaran hotel/tempat menginap lainnya yang dibayarkan
sesuai dengan Biaya Riil (af cost) atau pernyataan tidak men;ggunakan
hotel/penginapan; dan

d daftar hadir harian.

Bagian Kesembilan
Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 37

Pelaksana SPPD menyampaikan SPT dan SPPD kepada PA/KPA.

PA/KPA menugaskan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk membayar biaya Perjalanan Dinas Pelaksana SPPD
yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme uang
persediaan/ganti uang persediaan, dan/atau pembayaran langsung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme uang persediaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan memberikan uang
kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluraan
Pembantu dari uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya,
atau dengan mekanisme pembayaran yang berlaku lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘s\




BAB It
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

() Isteri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang
melaksanakan Perjalanan Dinas terkait dengan program dan kegiatan
Perangkat Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas yang disetarakan
dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Sekretaris Daerah.

) Isteri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang
diharuskan mendampingi suami pada suatu kegiatan yang sama diberikan
biaya Perjalanan Dinas yang disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan
Dinas suami pejabat yang bersangkutan.

Pasal 41

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka
menghadiri/ mengikuti undangan kegiatan dari lembaga/ instansi/ panitia
pengundang, yang mewajibkan untuk membayar biaya kontribusi, maka biaya
kontribusi dimaksud dapat dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas, yang
diberikan sesuai besaran yang telah ditentukan oleh lembaga/instansi/panitia

pengundang.

Pasal 42

(1) Pelaksana SPPD yang bertugas sebagai Ajudan Bupati/Wakil
Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama.

{2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan, maka Pelaksana SPPD yang bertugas sebagai Ajudan
Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat
menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan
tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar
terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 43
Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka
mendampingi/ mengikuti Bupati/ Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD atau
Anggota DPRD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator /Pengawas
dapat diberikan biaya penginapan yang disetarakan dengan Bupati/Wakil
Bupati atau Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama/Administrator/Pengawas yang didampingi/diikutinya dengan tetap
mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biayay/ tarif kamar terendah.




Pasal 44

Jika Perjalanan Dinas menuju Tempat Tujuan dengan menggunakan pesawat
udara membutuhkan waktu transit yang berbeda waktu pada hari berikutnya
yvang disebabkannya adanya penundaan- jadwal penerbangan pada hari
berikutnya dari maskapai pesawat udara, maka Pelaksana SPPD dapat
diberikan biaya penginapan di Kota transit dimaksud.

Pasal 45

Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan
DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi
pejabat yang bersangkutan, dapat diberikan biaya tiket pesawat udara sesuai
kelas yang sama dengan pejabat yang didampinginya, dalam hal ketersedian
kelas ekonomi pada pesawat udara yang sama sudah tidak tersedia lagi, yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari agen tiket pesawat yang menerangkan
bahwa ketersediaan kelas ekonomi pada pesawat udara dengan tanggal dan
waktu keberangkatan yang sama dengan pejabat yang didampingi sudah tidak
tersedia lagi.

Pasal 46

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka
mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dapat diberikan biaya tiket
pesawat udara sesuai kelas yang sama dengan pejabat yang didampinginya,
dalam hal ketersediaan kelas ckonomi pada pesawat udara yang sama sudah
tidak tersedia lagi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari agen tiket
pesawat yang menerangkan bahwa ketersediaan kelas ekonomi pada pesawat
udara dengan tanggal dan waktu keberangkatan yang sama dengan pejabat
yang didampingi sudah tidak tersedia lagi.

Pasal47

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka memenuhi
permintaan Perangkat Daerah terkait untuk mendampingi kegiatan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut, maka biaya Perjalanan Dinasnya
dapat dibebankan pada dana anggaran Perjalanan Dinas Perangkat Daerah
yang bersangkutan.

Pasal48

(1} Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menjemput/ mengantarkan jenazah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberikan kepada 4 (empat)
Pelaksana SPPD dengan waktu paling lama 4 {empat) hari.

2) 4 (empat) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:




a. 2 (dua) Pelaksana SPPD dari Perangkat Daerah dimana jenazah dari
Pelaksana SPPD tersebut terakhir bertugas; dan
b. 2 (dua) Pelaksana SPPD dari keluarga almarhum/ almarhumah
Pelaksana SPPD yang akan dijemput/diantar jenazahnya.
(3} Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada keluarga jenazah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetarakan dengan tingkat
biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

Pasal 49

{1} Pelaksana SPPD yang diberikan tugas tambahan sehingga mengakibatkan °

lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah bertambah, diberikan
tambahan biaya Perjalanan Dinas sesuai lamanya tambahan Perjalanan
Dinas dimaksud.

2} Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
penerbitan SPT baru/tambahan.

{3) Seluruh biaya yang sudah dibayar sebagai akibat adanya tugas tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibebankan pada biaya Perjalanan
Dinas.

Pasal 50

Dalam hal terdapat pengiriman barang terkait dengan Perjalanan Dinas yang
memerlukan biaya pengangkutan, pengepakan, penggudangan, asuransi dan
bongkar muat maka biaya dapat dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas dan
dapat dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil (af cost) dengan melampirkan:
a. berita acara serah terima barang; dan

b. bukti-bukti pembayaran yang sah.

Pasal 51

Jika Pelaksana SPPD melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah
menggunakan dana yang bersumber selain APBD, maka persetujuan Perjalanan
Dinas tetap mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 52

Format SPT, SPPD, Pakta Integritas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota
DPRD, Daftar Pengeluaran Riil, Pemnyataan Tidak Menggunakan
Hotel/Penginapan, Pernyataan Kehilangan Boardingpass, Rincian Biaya
Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Surat Pembatalan
Perjalanan Dinas, dan Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas
Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

N




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malaka
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar
Daerah Kabupaten Malaka bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan (Berita Daerah Kabupaten
Malaka Tahun 2022 Nomor 0l) sebagaimana: telah diubah dengan Peraturan
Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Malaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan (Berita Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 57
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
; pada tanggal 12 Maret 2025

Diundangkan di Betun
pada tanggal ... 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND UN MUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR ...




Halaman ;1

1. TINGKATAN/SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 12 MARET 2025

TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN Dﬂ%&gﬁ
. - TEIABAT
PIMPINAN DPRD,| p oo oo PEJQBSAT‘NE?ES‘ON ESELON PNS/CPNS
! , BUPATIDAN | FORKOPIMDA 8 : ; IV/PNS/CPNS | GOL.I/i/PPPK
No SATUAN BIAYA SATUAN | AR, BUPATI | SERRETARIS | ioLFPoonsAt | GOLIYNON | coLm mow | coLv,vm Dan
DABRAH ; JABATAN/PPP | TEKODAERAH
PIHAK LAIN K GOL.IX. !
TINGKAT (A} TINGKAT (A1) TINGKAT (B} TINGKAT (C} TINGKAT (C1} TINGKAT {C2)
2 3 4 S 6 7 8 . 9
PERJALANAN DINAS KELUAR
L WILAYAH PROVINSI NTT
1 |ACEH 610.000 610.000 510.000 360.000 360.000 360.000
Uang Harjan/ uang saku {Lumpsum) | OH 360.000 360.000 360,000 360.000 360.000 360.000
Uang Representasi Pejabat Negara, Y
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.0C0
Uang Representasi Pejabat Eselon 11
{Lumpsum) OH 150.000
2 |SUMATRA UTARA 620.000 620.000 520.000 370.000 370.000 370.000
Uang Harian/uang saku {(Lumpsum) OH 370.000 37G.000 370.000 370.000 © 370.000 370,000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {Lumpsumj OH 250,000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon I
{Lumpsum) OH 150.000
3 |RIAU 620.000 620.000 520.000 370.000 370.000 370.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsumy) OH 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon I
{Lumpsum) OH 150.000
4 |REPULAUAN RIAU 620.000 620.000 520.000 370.000 370.000 370.000
Uang Harian fuang saku (Lumpsuin} OH 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum} OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon Ii
{Lumpsum} OH 150.000
5 |JAMBI 620.000 620.000 520.000 370.000 370.000 370.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) OH 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
Uang Represeniasi Pejabat Negara,
Pe jabatDaerah(Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon 0
(Lumpsum) OH 150.000
6 |SUMATRA BARAT 630.000 630.000 530.000 380.000 380.000 380.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) OH 380.000 380,000 380.000 380.000 380.000 380.000
Uang Representasi Peabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum} OH 250.000 250.000
Uang Represenias: rejabat Eselon 1
(Lumpsum) OH 150.000
7 |SUMATRA SELATAN 630.000 630.000 530.000 380.000 380.000 380.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsumj OH 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 330.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {Lumpsum) OH 250.000 250.000 -
Uang Representasi Pejabat Eselon il
{Lumpsum) OH 150.000
8 |LAMPUNG 630.000 630.000 530.000 380.000 380.000 880.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsum) OH 380.000 380.000 380.000 380.0C0 380.000 380.000
Uang Representiasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {Lumpsum) OH 250.000 250.000
UZTig Represenias! Fejapal Bselol 0
{Lumpsumy) OH 150.000
BENGKULU 630.000 630.000 530.000 380.000 380.000 380.000
Uang Harian/ uang saku {Lumpsum) OH 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pepbat Deerah {Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon 1I
{Lumpsum) OH 150.000
10 | BANGKA BELITUNG 660.000 660.000 560.000 410.000 410.000 410.000
Uang Harian/nang saku (Lumpsum} OH 410.000 410.000 410.0C0 410.000 410.000 410.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {(Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon I
{Lumpsum}) OH 150.000

7”)




Halaman ;2

TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

; PEJABAT
PIMPINAN DPRD,| 4 vrrevna mPRD e D:NESI%’O N ESELON PNS /CPNS
| . BUPATI DAN | FORKOPIMDA & : . IV/PNS/CPNS | GOL.I/i/PPPK
SATUAN PEJABAT GOL,JIVNON
NO SATUAN BIAYA WAKT, BUPATI | SEKRETARIS %Asl;lanom s | samaranDay | GOLII NON | GOLV,VI DAN
DAERAH ; JABATAN/PPP | TEKODAERAH
PIHAKLAIN K GOLIXX.XT
TINGKAT {A} TINGKAT (A1) TINGKAT (B} TINGKAT {C] TINGKAT (C1) TINGERAT (C2)
1 2 3 4 S 6 7 8 9
11 |BANTEN 620.000 620.000 520.000 370.000 370.000 370.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) OH 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon 1l
(Lumpsum) OH 150.000
12 |[JAWA BARAT 680.000 680.000 530.000 430.000 430.000 430.000
Uang Harian/ uang saku {(Lumpsurn) | OH 430.000 430.000 430.000 430.000 430,000 430,000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {Lumpsumy) OH 250.000 250.000
Uang Represeniasi Pejabat Eselon I
(Lumpsum) OH 150.000
13 |D.K.I JAKARTA 780.000 '780.000 680.000 530.000 530.000 530.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) OH 530.000 530.000 530.000 S530.000 530.000 530.000
Uang Representasi Pejabat Negara, :
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
UEng Represciiiast Pejapet Bselonl 0
{Lumpsum) OH 150.000
14 |JAWA TENGAH 620.000 620.000 520.000 370.000 370.000 3706.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) OH 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon II
(Lumpsum) OH 150.000
15 |D.I YOGYAKARTA 670.000 670.000 570.000 420.000 420.000 420.000
Uang Harian/uang saku {(Lumpsumy} OH 420.0C0 420.000 420.000 420.000 420.000 420000
Uang Representas: Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Represeniasi Pejabat Eselon II
(Lumpsum) OH 150.000
16 |JAWA TIMUR _ 660.000 _ 660.000 560.000 410.000 410.000 410.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsum) OH 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejpbat Eselon il
(Lurmpsum) OH 150.000
17 [BALL 730.000 730.000 630.000 480.000 480.000 480.000
Uang Hanan/ lang saku (Lumpsum) | OB 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon IT
{Lumpsum) OH 150.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT 690.000 690.000 590.000 440.000 440.000 4490.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) OH 440.000 440,000 440.000 440,000 440,000 440.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon IT
(Lumpsum) OH 150.000
19 |KALIMANTAN BARAT 630.000 630.000 530.000 380.000 380.000 380.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsum) OH 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH N 250.000 250.000
Uang Representast Pejabat Eselon I
(Lumpsum) OH 150.000
20 |KALIMANTAN TENGAH 610.000 610.000 510.000 360.000 360.000 360.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) | OH 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {Lumpsum) OH 250.0C0 250.000
Uang Representasi Pepgbat Eselon I
(Lumpsum) OH 150.000




Halaman ;3

TINGRATAN DIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

PEJABA’ PEJABAT
PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD o Q‘NE;?SLON ESELON PNS/CPNS
' , BUPATI DAN | FORKOPIMDA 8 vy ‘ IV/PNS/CPNS | GOL.II/I/PPPK
SATUAN BIAYA SATUAN |\ AKT, BUPATI | SEKRETARIS Dg;gﬁr e o | oL o | GoL.v,vi pan
DAERAH JABATAN/PPP | TEKO DAERAH
PIHAK LAIN K GOL.
TINGRAT (&) TINGRAT (A1) TINGEAT (B) TINGRAT (C] | TINGRAT (CI] | TINGEAT {C2)
2 3 4 S [ 7 8 9
KALIMANT AN SELATAN 630.000 630.000 530.000 380,000 380.000 380.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsurm) OH 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380,000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Represeniasi Pe Eselon 0
{Lumpsum] OH 150.000
KALIMANTAN TIMUR 680.000 680.000 580.000 430.000 430.000 430.000
Uang Harjan/ uang saku (Lumpsumy} OH 430.000 430.000 430.000 430,000 430.000 430.000
Uang Representasi Pejbat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon It
(Lumpsumy) OH 150.000
KALIMANTAN UTARA 680.000 680.600 580.000 430.000 430.G00 430.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsum) OH 430.000 430.000 430.000 430.000 430.00C 430.000
Uang Represeniasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon 11
(Lumpsum) OH 150.000
SULAWESI UTARA 620.000 620.000 520.000 370.000 370.000 370.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsum) OH 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
Uang Represeniasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uanig Repicsentas] Pejabat Beelon I
(Lumpsum) OH 150.000
GORONTALO 620.000 620.000 520.000 370.000 370.000 370.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsum) OH 370.000 370.000 370.000 370,000 370,000 370.000
Uang Representasi Pejabal Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Repiesciast Pejabat Bselon I
(Lumpsum) OH 150.C00
26 |SULAWESI BARAT 660.000 660.000 560.000 410.000 410.000 410.000
Uang Barian/uang saku {Lumpsum) OH 410.000 410,000 410.000 410.000 410.000 410,000
Usang Represeniasi Pepbat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon II
{Lumpsum) OH 150.000
27 |SULAWESI SELATAN 680.000 680.000 580.000 430.000 " 430.000 430.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsum) OH 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Uang Representasi e pbat Negara,
Pejabat Dacrah {Lumpsumy} OH 250.000 250,000
Uang Represciiast Pejabat Beeion I
(Lumpsum) OH 150.000
28 |SULAWESI TENGAH 620.000 620,000 520.000 370.000 370.000 370.000
Uang Harjan/uang saku {Lumpsum) OH 370.000 370.000 370.000 370,000 370.000 370.000
Uang Represeniasi Pepbat Negara, -
Pejbat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Represeniast rejabat Becion I
{Lumpsum) OH 150.000
29 |SULAWESI TENGGARA 630.000 630.000 530.000 380.000 380.000 380.000
Uang Harian/uang saku {Lumpsum) OH 380.000 380,000 380.000 380.000 380.000 380.000
Uang Representasi Pejbat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250.000 250.000
Uang Representasi Pejabat Eselon I
(Lumpsum) OH 150.000
30 |MALURU 630.000 630.000 530.000 380.000 380.000 380.000
Uang Harian/ uang saku (Lumpsum) OH 380.000 380.000 380.000 380,000 380.000 380.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 230.000 250.000
€D i 113
{Lumpsum} OH 150,000
2




Halaman #
- - T = m@mmrm?wmﬁmmmﬁ;T T ‘
v o [T oo peeo | “mow e | SN | DR, |
SATUAN BIAYA SATUAN WAKIL BUPATI | SEKRETARIS Q:SNE I}Tg;rnigr J(:.'g;’i‘IZN NI(DDAI\\TN GOLII NON | GOLY.VI DAN |
DAERAH JABATAN/PPP| TEKO DAERAH f
KGOL. X )
TINGKAT (A] | TINGEAT (A1) | TINGEAT (B) TINGKAT (C1) | TINGEAT (G2) |
2 5 6 7 B S |
]
MALUKU UTARA 680.000 580.000 430.000 430.000 430.000
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) OH 430.000 430.000 430.000 430,000 430.000
Uang Representasi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah {Lumpsum) OH 250.000
Usnig Represeniast Pefbat Bselon I
{Lumpsurm) OH 150.000
PAPR” ° 7 N . 830.000 T 730,000 ~550.000 S8%.80 | T 7580.000 |
Uang Harian/ uang saku (Lumpsum) OH 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000
Uang Representasi Peabat Negara, |
Pejabat Daerah {Lumpsurm} OH 250.000 |
Uang Representiasi Pejabat Eselon 1I 1
{Lumpsum) OH 150.000 |:
i
PAPUA BARAT 730.000 630.000 480.000 480.000 480.000 !'
Uang Harianfuang saku (Lumpsurm) OH 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 I
Uang Representasi Pejabat Negara, {
Pejabat Daerah (Lurmnpsum) OH 250.000 |
Uang Representasi Pejabat Eselon I ’
(Lumpsum)} OH 150.000 !
i
34 |PAPUA BARAT DAYA 730.000 630.000 480.000 480.000 480.000 ;
Uang Haran/uang saku [Lampsam) | OH 480.000 480,000 480,000 280,000 480,000 '
Uang Representasi Pejabat Negara, !
Pejabat Daerah (Lumpsum} OH 250,000 j
Uang Representasi Pejabat Eselon I |
(Lumpsum} OH 150.000 ’
35 |PAPUA TENGAH — 8_3:0.000 '730.000 580.000 580.000 580.000 !
—Gang Harieny uamg saka fbmmpsum) - OH - — — —580:000 | ——580:000 | — — ——580:000 | — — —580:000 1 — — S80:000- - - - S580.000" |
Uang Representasi Pejabat Negara, j
Pejabat Daerah (Lumpsum} OH 250,000 i
Uang Representasi Pejgbat Eselon It |
{(Lumpsum) OH 150.000
36 |PAPUA SELATAN 830.000 730.000 580.000 580.000 580.000 i
Uang Harian/uang saku (Lumpsum) OH 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 I
Uang Representasl Pejabat Negara,
Pejabat Daerah (Lumpsurm) OH 250.000 /
Uang Representasi Pejabat Eselon I
{Lumpsum) OH 150.000 1
37 |PAPUA PEGUNUNGAN 830.000 730.000 580.000 580.000 580.000 ,‘
UangHarian/uangsaku(Lumpsum) OH 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 i
Uang Representasi Pejabat Negara, |
Pejabat Daerah (Lumpsum) OH 250,000 250.000 |
Uang Representasi Pejabat Bselon 11 !
{Lumpsurm) oH 150.000 |
Catatan:
'yar
sebesar Rp 1.000.000 ke kupang
PP secara lumpsum kepada
Bupati,Wakil Bupati,Pimpinan
DPRD,Pejabat Eselon II dan III
yang bertugas menggunakan !
Ekendaraan dinas |
‘perorangan foperasional. !
i
i




Halaman ;5

NO

SATUAN BIAYA

o e TINGRATAN DIATA HARIAN PERJAIANAN DIAS

PEJABAT

BUPATI DAN

SATUAN
WAKIL BUPATI

PIMPINAN DPRD,
FORKOPIMDA &
SEKRETARIS
DAERAH

- TINGRAT (&) | TINGRAT (AL |

ANGGOTA DPRD
DAN PEJABAT
ESELON I-B

TINGRAT (5)

PEJABAT ESELON
II DAN PNS
GOL.IV NON

JABATAN DAN
PIHAK LAIN

T TINGEAT (& |

[} 7

K GOL.

ESELON

IV/PNS/CPNS
GQOL.II NON

JABATAN/ PPP

TINGKAT (C1)
8 9

PNS/CPNS
GOL.I/I/PPPK
GOL.V,VII DAN
TEKODAERAH

XX
TINGRAT (&)

3 4

5

2
PERJALAN DINAS DALAM
WILAYAH PROVINSI NTT DAN

680.000

680.000

580.000

430.000

430.000
430.000

430,000
430.000

KABUPATEN/KOTA SE-NTT

OH — 430.000

--~-.-430.000

430.000

430.000

%7 T, =
Tang-rRep B 3

Pejabat Daerah (Lurnpsumj

Gy

Uang Harian/ uang saku {Lumpsum)
Perhat-Negan

OH 250.000

250.000

Uang Representasi Pejabat Eselon 11

OH

150.000

{Lumpsum]

Catatan :

sebesar Rp 1.000.000 ke

PP secara lumpsam kepada
Bupati,Wakil Bupati,Pimpinan

yang bertugas menggunakan

Ekupang/kota lain sedaratan Timor

DPRD,Pe jabat Eselon II dan I1I

kendaraan dinas/operasional.

PERJALANAN DINAS DALAM

Uang Harian {Lumpsum)

WILAYAH KABUPATEN MALAKA

210.000

200.000

190.000

180.000 170.000

OH 220.000

Zopal:

- Kecamatan Malaka ngah

12830000 T T 200,000

P B

jZonaT: -~

350,000 320.000|

- Kecamatan Malaka Barat

- Kecamatan Weliman

- Kecamatan Kobalima

230.000

OH 380.000

350.000

320.000

290.000

260.000

Zona IlL :
~ Kecamatan Malaka Timur

- Kecamatan Kobalima Timur

- Kecamatan Wewiku

- Kecamatan Rinhat

320.000

220.000 260.000

Zona IV ;

OH 410.000

380.000

350.000

- Kecamatan lo Kufeu

- Kecamatan Sasitamean

- Kecamatan Laenmanen

- Kecamatan Botin Leobele

Uzang Representasi Pejabat Negara, R

OH 125.000

125.000

Pejabat Daerah {Lumpsum)}
(Lumpsum)

Uang Representast Pejabat Eseion H

OH

75.000

DARI 8 JAM

PERJALANAN DINAS DALAM
DAERAH/DALAM KOTA KURANG

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000 125,000




——

Halaman :

1

2. TINGKATAN/SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DIKLAT

TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DPRD, PRIABAT BSELON|  [ZohR PNS/CPNS
O SATUAN BIAYA satuay| BUPATIDAN | FORKOPIMDA & [SHISOPRTIERD AN TADANERS - 1y ps/cBvs | qoLyi/peex
WAKIL BUPATI | SEKRETARIS B JABATAN DAN |  GOLIINO GOL.V,VII DAN
DAERAH AR Lane | JABarAN/PPPK | TEKO DAERAH
GOLIX 8/D X1
TINGKAT (A) | TINGKAT (A1) TINGKAT (B) TINGKAT (C) | TINGKAT (C1) | _ TINGKAT (C2)
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
PERJALANAN DINAS DIKLAT
KELUAR WILAYAH
PROVINSI NTT
1_|ACEH 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110,000 110.000 110,000 110,000
2 |SUMATRA UTARA 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) oH 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
3 |Rau 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110,000
4_|KEPULAUAN RIAU 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Herian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
5 |samBI 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) oH 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110,000
6 |SUMATRA BARAT 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110,000 110.000 110.000 110.000
7 |SUMATRA SELATAN 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) oH 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000| _ 110,000

=




Halaman * 2
TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DPRD, | 0o oo AN P ﬂmw%”zm%woz %um%wﬂ PNS/CENS
NO SATUAN BIAYA sATUAN | BUPATI DAN | FORKOPIMDA & | tarmnrtocnt® 9N | 1 Dl _mwm v/PN7cpls | GoL.I/1/pPPK
WAKIL BUPATI | SEKRETARIS B JABATAN pay |  GOLJINGN GOL.V,VI DAN
DAERAH PIHAK LIy | JABATAN/FPPK | TEKO DAERAH
GOL.IX 8/D X1
TINGKAT (A) TINGKAT (A1) TINGKAT (B) TINGKAT (C) TINGKAT (C1) TINGKAT (C2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 |LAMPUNG 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 | 110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110.000 110,000 110,000 110.000
9 |BENGKULU 110.000 110.000 110.000 110.000 110000! 110,000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110,000 110.000 110.000 110,000 110,000 110.000 |
10 |BANGKA BELITUNG 120.000 120.000 120.000 120.000 | 120000 120,000
Uang Harian (Lumpsum) OH 120.000 120.000 120.000 120,000 120,000 120.000
11 |BANTEN 110.000 110.000 110.000 110,000 110000  110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110.000 110,000 110.000 110.000
12 |[JAWA BARAT 130.000 130.000 130.000 130,000 130,000 130.000
Uang Harian (Lumpsum) OoH 130.000 130.000 130.000 130.000 130,000 130.000
13 |D.K.I JAKARTA 160.000 160.000 160.000 160.000 160,000 160.000 |
Uang Harian (Lumpsum) OH 160.000 160.000 160.000 160,000 160,000 160.000
14 |JAWA TENGAH 110.000 110.600 110.000 110,000 | 110000 110,000 |
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110.000 110,000 110,000 110.000 |
15 |D.J YOGYAKARTA 130.000 130.000 130.000 130,000 130,000 130.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 130.000 130,000 130.000 130.000 130,000 130.000 |
16 |JAWA TIMUR 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 |
Uang Harian (Lumpsum) OH 120.000 120.000 _120.000 120.000 120.000 § 120,000

.




Halaman: 3
TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS
PEJABAT

upATI DAY | TaemaNEPRE: [vaoma pero b IDANENS | 1, SO | P/,

NO SATUAN BIAYA SATUAN| waxiL BuPATI | SEKRETaRIs |FPUABATESELONIL-|  GOLIYNON | “qop m oN |  GOLWV,VII DAN

DAERAH PIHAK LAIN | JABATAN/PPPK | TEKO DAERAH

GOL.IX /D XI
TINGKAT (&) | TINGKAT (AL) TINGKAT (B) TINGKAT (C) | TINGKAT (C1) | _ TINGKAT (C2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 |BALI 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 140.000 140,000 140,000 140,000 140.000 140.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Uang Harian (Lumpsum) GH 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130,000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 130,000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
20 |KALIMANTAN BARAT 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110,000 110.000 110.000 110.000
21 |KALIMANTAN TENGAH 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110,000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
22 |KALIMANTAN SELATAN 110,000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) GH 110,000 110,000 110,000 110,000 110.000 110.000
23 |KALIMANTAN TIMUR 130,000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Uang Harian (Lumpsum) GH 130.000 130.000 130.000 130.000 130,000 130.000
24 |KALIMANTAN UTARA 130.000 130.000 130.000 130.000 130,000 130.000
Uang Harian (Lumpsum) GH 130.000 130.000 130.000 130.000 130,000 130.000
25 |SULAWESI UTARA 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Herien (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110,000
26 |GORONTALO 110,000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uang Harian (Lumpsum) oH 110.000 110.000 110,000 110.000 110.000 110.000

f4
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Halaman :
TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS
PEJABAT
BUPATI DAN ww%%%w ANGGOTA DPRD DAN wm,ﬂwm%nzmwwwoz E\wwwwwym owwm\\mwwvww
NO SATUAN BIAYA SATUAN| wakiL BuPaTI | SEXRETARIS | PEJABAT BSELON Il N | coLmNoN | GoLY,vipaN
DAERAH PIHAK LAly | JABATAN/PPPK| TEKO DAERAH
GOL.IX S/D X1
TINGKAT (A) TINGKAT (A1) TINGKAT (B) TINGKAT (C) TINGKAT (C1) TINGKAT (C2) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 |SULAWESI SARAT 120.000 120.000 120.000 120.000 | 120.000 120.000
Uang Harian (Lumpsum) OH ~120.000 120,000 120,000 120.000 120,000 120.000
28 |SULAWESI SELATAN 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130,000 |
Uang Harian (Lumpsum) OH 130.000 130.000 130,000 130,000 130,000 130.000
29 |SULAWESI TENGAH 110.000 110.000 110.000 110.000 | 110,000 110.000 |
Uang Harian (Lumpsum) OH 110,000 110.000 110.000 110.000 110,000 110.000
30 |SULAWESI TENGGARA 110.000 110.000 110.000 110,000 110,000 | 110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110.000 110.000 110,000 110,000
31 |MALUKU 110.000 110.000 110.000 110.000 110,000 | 110.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 110.000 110.000 110.000 110.000 110,000 110.000
32 |MALUKU UTARA 130.000 130.000 130.000 130,000 130,000 130.000 |
Uang Harian (Lumpsum) OH 130.000 130,000 130.000 130,000 130,000 130.000
33 |PAPUA 1'70.000 170.000 170.000 170.000 170,000  170.000 |
Uang Harian (Lumpsum) OH 170.000 170.000 170.000 170.000 170,000 170.000
34 |PAPUA BARAT 140.000 140.000 140.000 140.000 140,000 140.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 140.000 140.000 140.000 140,000 140,000 140.000
35 |PAPUA BARAT DAYA 140.000 140.000 140.000 140,000 140000|  140.000 |
Uang Harian (Lumpsum) OH 140.000 140.000 140.000 140,000 140,000 140.000
36 |PAPUA TENGAH 170.000 170.000 170.000 170.000 | 170,000 170,000
Uang Harian (Lumpsum) OH 170.000 170,000 170.000 170.000 170,000 170.000
37 |PAPUA SELATAN 1'70.000 170.000 170.000 170.000 170000 170.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

S




Halaman:5
TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS
PEJABAT
PIMPINAN DPRD, | oo o AN mﬂmm%Mzwmeoz ESELON PNS/CPNS

BUPATI DAN | FORKOPIMDA & IV/PNS/CPNS | GoL.I/1/PPPK

NO SATUAN BIAYA SKTUAN | 2y BupATr | SekRenaRls | PEJABATESELONI- | GOLIVNON | "o 'uiNw’ | Gorv/vil AN

DAERAH At DAY | JABATAN/PPPK | TEKO DAERAH

GOL.IX S/D XI
TINGKAT (A) | TINGKAT (Al) TINGKAT (B) TINGKAT (C) | TINGKAT (C1) | _ TINGKAT (C2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

38 |PAPUA PEGUNUNGAN 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
Uang Harian (Lumpsum) OH 170,000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

&




Halaman , 1

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAYAH PROVINSI NTT

TARIF HOTEL (Batas Tertinggt)
BUPATI DAN WAKILL or - X o | ANGGOTA DPRD DAN FRIARAT ESELON _um%wwmww%%% " mwww\\mwkumww
NO | TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) | SATUAN BUPATY o RKOPIL, o PEJABAT ESELON II- worz NON GOL.II NON GO 18/D
iitan ° BTN | GRS/ | iKO DATRAN
. T
TINGKAT (A) TINGKAT (Al) TINGKAT (B) TINGKAT (C) | TINGKAT (CI] | TINGRATCZI |
1 2 3 4 5 6 7 8 )
1 |ACEH OH 4.'774.000 4.774.000 3.526.000 1.578.000 770.000 770.000
2 |SUMATRA UTARA OH 4,960.000 4.960.000 2.195.000 1.188.000 699.000 699.000
3 |RIAU OH 3.820,000 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000
4 |KEPULAUAN RIAU OH 5,772.000 5.772.000 2.318.000 1.297.000 792.000 792.000
5 |JAMBI OH 5.004.000 5.004.000 4,102.000 1.225.000 580.000 580.000
6 |SUMATRA BARAT OH 5.236.000 5,236,000 3.332.000 1.353.000 701.000 701.000
7 |SUMATRA SELATAN OH 6,298,000 6.298,000 3.083.000 1.966.000 861.000 861.000
8 |LAMPUNG OH 4,491,000 4,491,000 2.488.000 1.539.000 580.000 580.000
9 |BENGKULU OH 2.140.000 2.140.000 1.628.000 1.546.000 692.000 692.000
10 |BANGKA BELITUNG OH 4.134.000 4,134.000 2.838.000 1.957.000 676.000 676.000
11 |BANTEN OH 5.725.000 5.725.000 2.373.000 1.301.000 724.000 724.000
12 |JAWA BARAT OH 5.812.000 5.812,000 2.755.000 1.298.000 686.000 686.000
13 |D,K.I JAKARTA OH 8.720.000 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000 730.000
14 |JAWA TENGAH OH 5,728,000 5.728.000 1.998.000 1.201.000 810.000 810.000
15 |D.I YOGYAKARTA OH 5,017.000 5.017.000 2.695.000 1.495.000 845.000 845,000
16 |JAWA TIMUR OH 4,449,000 4,449,000 2.007.000 1.153.000 814.000 814,000
17 |BALI OH 6.848.000 6.848.000 2.433.000 1.685.000 1.138.000 1,138.000
o o - - B
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Halaman : 2
TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)
N LO
BUPATI DAN WAKIL ﬂ%ﬁﬂﬁ%_ﬁw ANGGOTA DPRD DAN Eﬂww%nzmwmwo " wmﬁ.wvwmmw cers owww\\mw Prrx
NO | TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) | SATUAN BUPATL SmxReTARIS . | PRIABAT BSBLONT: | Pty XoN GOL.H! NON GOL18/D
DABRALL S ARATAN JABATAN/PPPK | GOL.VIII DAN
GOLIXS/DXI | TEKO DAERAH
TINGKAT (A) TINGKAT (A1) TINGKAT (B) TINGKAT (C) | TINGKAT(C1) | TINGKAT (C2)
1 p) 3 4 5 6 7 8 9
18 |NUSA TENGGARA BARAT oH 4,375.000 4.375.000 2.648.000 1,418,000 907.000 907.000
19 |KALIMANTAN BARAT oH 3.750.000 3,750,000 2.133.000 1,355,000 688,000 688.000
20 |KALIMANTAN TENGAH ol 4.901.000 4,901,000 3.391.000 1,160,000 659,000 659,000
21 |KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000 4,797,000 3.316.000 1.500.000 697.000 697,000
22 |KALIMANTAN TIMUR OH 4,000.000 4.000.000 2,188.000 1,507,000 804,000 804,000
23 |KALIMANTAN UTARA oH 4,000.000 4,000,000 2.735.000 1.507.000 904,000 904,000
24 |SULAWESI /TARA oH 4.919.000 4.919.000 2.290.000 1.270.000 978,000 978,000
25 |GORONTALO ou 4,168.000 4,168,000 3.107.000 1.606,000 955,000 955,000
26 _|SULAWESI SARAT on 4,076.000 4.,076.000 3.098.000 1,344,000 704,000 704.000
27 |SULAWESI SELATAN oH 4,820,000 4,820.000 1,938,000 1.423.000 745,000 745,000
28 |SULAWESI TENGAH OH 2.309.000 2.309.000 2,027.000 1,679.000 951,000 951,000
29 |SULAWESI TENGGARA oH 3.089.000 3.089.000 2.574.000 1,297,000 786,000 786,000
30 |MALUKU OH 3.467.000 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667,000 667.000 |
31 |MALUKU UTARA on 4.612.000 4,612,000 3.848.000 1.160.000 654,000 654,000
32 |paPua ol 3,859.000 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1,038,000 1,038,000
33 |PAPUA BARAT OH 3,872.000 3.872.000 3.341.000 2,056,000 967.000 967.000
34 |PAPUA BARAT DAYA OH 3.872.000 3.872.000 3.341,000 2,056,000 967,000 967.000
35 |PAPUA TENGAH ou 3.859.000 3.859.000 3,318,000 2.521.000 1,038,000 1,038,000
36 _|PAPUA SELATAN oH 5.673.000 5.673.000 4.877.000 3.706.000 1,526,000 1,526,000
37 |PAPUA PEGUNUNGAN on 5.711.000 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000 1,536,000
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Halaman: 3
TARIF HOTEL (Batas Tertinggi) T
PEJABAT ESELON| PNS/CPNS ]
PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON
BUPATI DAN WAKIL| FORKOPIMDA & |ANGGOTA DPRD DAN [ o ors IV/PNS/CPNS | GOL.I/I/PPPK
NO | TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) | SATUAN PEJABAT ESELON II- GOL.III NON GOLIS/D
BUPATI SEKRETARIS - GOL.IV NON AN /EPR
DARRA S AANTAR JABATAN/PPPK | GOL.VIII DAN
GOLIXS8/DXI | TEKO DAERAM
TINGKAT (A) TINGKAT (A1) TINGKAT (B) TINGKAT (C) TINGKAT (C1) TINGKAT (C2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

&




Halaman : 1

4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH PROVINSI NTT

TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)
_ PEJABAT mwma.bz PEJABAT PNS/CPNS

wcrun | BUPTIDA | FAEEADERD: | wccompenp | HDANES | ESBENN/ | oyl b

NO TEMPAT TUJUAN WAKIL BUPATI | SEKRETARIS S OABAT | JABATAN,KEPALA|  GOL 1 NON oorw%m AN

DAERAH DESADAN | JABATAN/PPPK TEKO DAERAH

KEPALA SEKQLAH| GOL.IX S/D X1
TINGKAT (A) TINGKAT (A1) TINGKAT (B) TINGKAT (C) TINGKAT (C1) | TINGKAT (C2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 |KOTA KUPANG OH 3.000.000 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550,000 550.000
2 |KABUPATEN KUPANG OH 3.000.000 3.000.000 1,493.000 1.355.000 550.000 550,000
3 |KABUPATEN TTS OH 1.000.000 1.000.000 900.000 800.000 550.000 500.000
4 |KABUPATEN TTU OH 900.000 900.000 700.000 600.000 500.000 400.000
5 |KABUPATEN BELU OH 900.000 900.000 750,000 600.000 500.000 400,000
6 |KABUPATEN ALOR OH 1.700.000 1.700.000 1.400.000 1.100.000 550,000 500.000
7 |KABUPATEN LEMBATA OH 1.500.000 1.500.000 800.000 600.000 500.000 400.000
8 |KABUPATEN FLORES TIMUR OH 1.300.000 1.300.000 1.000.000 900.000 550,000 500.000
9 |KABUPATEN SIKKA OH 1.500.000 1.500.000 1.200.000 900.000 550.000 550.000
10 |KABUPATEN ENDE OH 1.500.000 1.500.000 1,200.000 900.000 550,000 550,000
11 |KABUPATEN NAGEKEO OH 1.500.000 1.500.000 1.200.000 900.000 550,000 550.000
12 |KABUPATEN NGADA OH 1.500.000 1.500.000 1,200,000 900,000 550,000 550,000
13 |KABUPATEN MANGGARAI TMUR OH 1.500.000 1.500,000 1.200.000 900.000 550,000 550.000
14 |KABUPATEN MANGGARAI OH 1.500.000 1.500.000 1.200.000 900.000 550.000 550,000
15 |KABUPATEN MANGGARAI BARAT OH 3.000.000 3,000,000 1,493 000 1.355.000 550,000 550,000

&




Halaman: 2

TARIF HOTEL (Batas Tertingg)
PEJABAT ESELON|  PEJABAT
PNS/CPNS
PIMPINA DPRD, IIDANPNS | ESELON IV/
satuay | BUPATIDAN | rorkopmpa& | “FESOMDFED | Gor.v NoN pNs/cPns | GOLI//EREE
NO TEMPAT TUJUAN WAKIL BUPATI | SEKRETARIS SR on ey |JABATANKEPALA| GOLMNON | OOLIS/D
DAERAH DESADAN | JABATAN/PPPK | GOLVIIL DAL
KEPALA SEKOLAH| GOL.IX S/D XI .
TINGKAT (4] TINGRAT (A1) TINGKAT (B) TINGKAT (C) | TINGKAT (C1) | TINGKAT (C2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 |KABUPATEN SUMBA TIMUR OH 1.500.000 1.500.000 1.200.000 900.000 550.000 550.000
17 |KABUPATEN SUMBA TENGAH OH 1.500.000 1.500.000 1.200.000 900.000 550,000 550.000
18 |KABUPATEN SUMBA BARAT OH 1.500.000 1.500.000 1.200.000 900.000 550.000 550.000
19 |KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA OH 1.300.000 1.300.000 1,000.000 900.000 550.000 500.000
20 |KABUPATEN ROTE NDAO OH 1.600.000 1,600,000 1.200.000 850.000 550,000 500.000
21 |KABUPATEN SABU RAIJUA OH 900.000 900.000 750,000 600.000 500.000 400.000




Halaman :1

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/
STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI
NO| TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) SATUAN BESARAN

1 2 3

1 |ACEH ORANG/KALI 136.000
2 |SUMATRA UTARA ORANG/KALI 308.000
3 |RIAU ORANG/KALI 109.000
4 |[KEPULAUAN RIAU ORANG/KALI 176.000
S |[JAMBI ORANG/KALI 14'7.000
6 |SUMATRA BARAT ORANG/KALI 190.000
7 |SUMATRA SELATAN ORANG/KALIL 179.000
8 |[LAMPUNG ORANG/KALI 180.000
9 |BENGKULU ORANG/KALI 117.000
10 |BANGKA BELITUNG ORANG/KALI 104.000
11|BANTEN ORANG/KALI 574.000
12| JAWABARAT ORANG/KALI 200.000
13|D.K.I JAKARTA ORANG/KALI 274.000
14 |JAWATENGAH ORANG/KALI 116.000
15{D.I YOGYAKARTA ORANG/KALI 286.000
16| JAWATIMUR ORANG/KALI 250.000
17 |BALI ORANG/KALI 243.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT ORANG/KALI 248.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR ORANG/KALI 116.000
20 {KALIMANTAN BARAT ORANG/KALI 183.000
21 |[KALIMANTAN TENGAH ORANG/KALI 144.000
22 |[KALIMANTAN SELATAN ORANG/KALI 193.000
23 |KALIMANTAN TIMUR ORANG/KALI 533.000
24 |KALIMANTAN UTARA ORANG/KALI 234.000
25 |SULAWESI UTARA ORANG/KALI 148.000
26 |GORONTALO ORANG/KALI 284.000
27 |SULAWESI BARAT ORANG /KALI 314.000
28 |SULAWESI SELATAN ORANG/KALI 201.000
29 |SULAWESI TENGAH ORANG/KALI 165.000
30|SULAWESITENGGARA ORANG/KALI 171.000
31 |MALUKU ORANG/KALI 309.000
32|MALUKU UTARA ORANG/KALI 231.000
33 |PAPUA ORANG/KALI 513.000
34 |PAPUABARAT ORANG/KALI 253.000
35 |PAPUA BARAT DAYA ORANG /KALI 236.000
36 |PAPUA TENGAH ORANG/KALI 513.000
37 |PAPUA SELATAN ORANG/KALI 513.000
38 |PAPUA PEGUNUNGAN ORANG/KALI ﬁ} 513.000
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Halaman:1

6. FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA SPPD DAN KELUARGA

cost sesuai kenyataan

PEJABAT YANG TINGKAT MODA TRANSPORTASI
NO | MELAKSANAKAN PERJALANAN | BIAYA | o o KERETA
NAN _ NNY.
DINAS PERJALA UDARA KAPAL LAUT API/BUS LAI A
DINAS
1 2 3 4 5 6 7
. . o Spesial/ Sesuai
1 |Bupati dan Wakil Bupati A Bisnis | VIP/KelasI A Eksekutif | Kenyataan
2 |Ketua DPRD,Forkopimda,Wakil
Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, \ . Sesuai
Angtzota DPRD dan Pejabat Al,B Ekonomi Kelas I B Eksekutif Kenyataan
Eselon II
3 |Pejabat Eselon III/PNS Golongan
IV, Pejabat Eselon 1v/PNg/CPNS Sesual
Golongan II » PNS Golo"8an II, C,Cl1,C2 | Ekonomi | KelasIIA | Eksekutif K © ¢
Golongan I PPPK, Teko Daerah cnyataan
dan Pihak Lainnya
4 |Tiket Pesawat Dibayar kepada pelaksana perjalanan dinas secara riil

_—_\

s




7. SATUAN BIAYA TIKET DAN BAGASI PESAWAT

Halaman: 1

e e

BIAYA BAGASI (Batas Tertinggi)

PEJABAT ESELON

PIMPINAN DPRD, PEJARAT ESELON | ™10 b/ Cove PNS/CPNS

BUPATI DAN WAKIL BUPATI FORKOPIMDA & | ANGGOTA DPRD DAN |II DA™ PNS GOLIV| o nfor e GOL.II/1/PPPK

NO | BERAT | SATUAN . SEKRETARIS . | PEJABAT ESELON II-B [NON JABATAN DAN| 1y ity \ oy | GOL.V,VII DAN

DAERAH PIHAK LAIN GoLXxx1 | TEXO DAERAH

TINGKAT (A) TINGKAT (Al) TINGKAT (B) TINGKAT (C) TINGKAT (C1) TINGKAT (C2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 KG 155.000 155.000 155,000 155.000 155,000
2 10 KG dibayar sesuai biaya rill bagasi 310.000 310.000 310.000 310,000 310.000
3 15 KG 465.000 465,000 465.000 465.000 465,000
4 20 KG 620.000 620.000 620.000 620.000.L 620.000

&




Halaman : 1

8. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN

INSIDENTIL)
NO |TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) SATUAN RODA 4 RODA 6/BUS SEDANG RODA 6/BUS BESAR

1 2 3 4 5 6

1 JACEH PER HARI 930.000 3.282.000 4.638.000
2 |SUMATRA UTARA PER HARI 1.220.000 3,062,000 3.753.000
3 |RIAU PER HARI 978.000 3,155.000 4.585.000
4 |KEPULAUAN RIAU PER HARI 989.000 2.373.000 3.910.000
5 |JAMBI PER HARI 1.086.000 5.585.000 7.190.000
6 |SUMATRA BARAT PER HARI 922.000 2.294.000 3.500.000
7 |SUMATRA SELATAN PER HARI 1.507.000 2.200.000 4,097.000
8 |LAMPUNG PER HARI 846.000 3,594,000 5.052.000
9 |BENGKULU PER HARI 985.000 5,145.000 6.924.000
10 |BANGKA BELITUNG PER HARI 1.258.000 3.477.000 5.342.000
11 |BANTEN PER HARI 972.000 3.026.000 4.120.000
12 |JAWA BARAT PER HARI 932.000 2.563.000 3.519.000
13 |D,K.1 JAKARTA PER HARI 1.231.000 2.656.000 3.715.000
14 |JJAWA TENGAH PER HARI 1.270.000 2.889.000 4.237.000
15 |D,I YOGYAKARTA PER HARI 978,000 2.427.000 3.720.000
16 |JJAWA TIMUR PER HARI 1.212.000 2,446.000 3.303.000
17 |BALI PER HARI 1.250,000 3.174.000 4.224.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT PER HARI 1.103.000 2.532.000 3.369.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR PER HARI 926,000 3.059.000 3.468.000
20 |KALIMANTAN BARAT PER HARI 868,000 3.471.00Q 4,573.000

o
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Halaman : 2
NO |TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) SATUAN RODA 4 RODA 6/BUS SEDANG | RODA 6/BUS BESAR
1 2 3 4 5 6
21 |KALIMANTAN TENGAH PER HARI 1.177.000 4.645.000 6.706.000
22 |KALIMANTAN SELATAN PER HARI 868.000 2.719.000 3.834.000
23 |KALIMANTAN TIMUR PER HARI 1.100.000 3.112.000 4.829.000
24 |KALIMANTAN UTARA PER HARI 1.188.000 2.713.000 4.829.000
25 |SULAWESI UTARA PER HARI 1.195.000 2.498.000 3.845.000
26 |GGRONTALG PER HARI 856.000 2.504.000 4.038.000
27 |SULAWESI SARAT PER HARI 914.000 3.327.000 3.282.000
28 |SULAWESI SELATAN PER HARI 938.000 3.385,000 4.293.000
29 |SULAWESI TENGAH PER HARI 824.000 2.423.000 4.212.000
30 |SULAWESI TENGGARA PER HARI 945.000 2.700.000 5.150.000
31 |JMALUKU PER HARI 1.241.000 3.590.000 4.021.000
32 |[MALUKU UTARA PER HARI 1.095.000 3.013.000 4.170.000
33 |PAPUA PER HARI 1.204.000 4.082.000 5.248.000
34 |PAPUA BARAT PER HARI 1.171,000 3.499.000 4.547.000
35 |PAPUA BARAT DAYA PER HARI 1.171.000 3.499.000 4.547.000
36 |PAPUA TENGAH PER HARI 1.204,000 4.082.000 5.248.000
37 |PAPUA SELATAN PER HARI 1.638.000 6.001.000 7.715.000
38 |PAPUA PEGUNUNGAN PER HARI 1.649.000 6.041.000| , 7.767.000

N2




9. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (SEWA

KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT)

NO |TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) SATUAN BESARAN
1 2 3 4
1 |acen PER BULAN 14.180.000
2 |SUMATRA UTARA PER BULAN 13.880.000
3 |RIAU PER BULAN 13.730.000
4 |KEPULAUAN RIAU PER BULAN 15.000.000
5 |JAMBI PERBULAN 13.500.000
6 |SUMATRA BARAT PERBULAN 13.650.000
7 |SUMATRA SELATAN PERBULAN 13.500.000
8 |LAMPUNG PERBULAN 13.430.000
9 |BENGKULU PERBULAN 13.500.000
10 |BANGKA BELITUNG PER BULAN 12.750.000
11 |BANTEN PERBULAN 13.950.000
12 |JAWABARAT PER BULAN 13.950.000
13 |D.K.I JAKARTA PER BULAN 13.250.000
14 |JAWATENGAH PERBULAN 13.950.000
15 |D.I YOGYAKARTA PER BULAN 14.030.000
16 |JAWATIMUR PER BULAN 13.430.000
17 |BALI PER BULAN 13.500.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT PERBULAN 13.650.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR PER BULAN 14.850.000
20 |KALIMANTAN BARAT PER BULAN 14.030.000
21 |KALIMANTAN TENGAH PER BULAN 14.140.000
22 |KALIMANTAN SELATAN PERBULAN 14.030.000
23 |KALIMANTAN TIMUR PER BULAN 14.030.000
24 |KALIMANTAN UTARA PER BULAN 14.030.000
25 |SULAWESI UTARA PER BULAN 15.000.000
26 |GORONTALO PERBULAN 15.000.000
27 |SULAWESI BARAT PER BULAN 13.580.000
28 |SULAWESI SELATAN PERBULAN 13.580.000
29 |SULAWESI TENGAH PER BULAN 14.400.000
30 |SULAWESITENGGARA PERBULAN 14.030.000




31 |MALUKU PER BULAN 14.480.000
32 |[MALUKU UTARA PERBULAN 14.400.000
33 {PAPUA PER BULAN 14.850.000
34 |PAPUABARAT PER BULAN 14.780.000
35 |PAPUA BARAT DAYA PER BULAN 14.780.000
36 |PAPUA TENGAH PER BULAN 14.850.000
37 |PAPUA SELATAN PER BULAN 14.850.000
38 |PAPUA PEGUNUNGAN PER BULAN 14.850.000
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Halaman:1

10. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR

DAN/ATAU LAPANGAN)
NO |TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) SATUAN PICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN

1 2 3 4 5 6

1 JACEH PER BULAN 6.300.000 6.530.000 15.230.000
2 |SUMATRA UTARA PER BULAN 6.080.000 6.080.000 15.080.000
3 |RIAU PER BULAN 5.930.000 6.000.000 15.000.000
4 |KEPULAUAN RIAU PER BULAN 7,130.000 7.350.000 16.130.000
5 |JAMBI PER BULAN 5.850.000 5.930.000 14.780.000
6 |SUMATRA BARAT PER BULAN 5.930.000 6.150.000 14.850.000
7 |SUMATRA SELATAN PER BULAN 5.550.000 5.850.000 14.780.000
8 |LAMPUNG PER BULAN 5.780.000 5.850.000 14.780.000
9 |BENGKULU PER BULAN 5.930.000 5.930.000 14.780.000
10 |BANGKA BELITUNG PER BULAN 6.230.000 6.380.000 15.150.000
11 |BANTEN PER BULAN 5.400.000 5.670.000 14.480.000
12 |JAWA BARAT PER BULAN 5.400.000 5.670.000 14.480.000
13 |D.K.IJAKARTA PER BULAN 5.660.000 6.690.000 14.770.000
14 |JAWA TENGAH PER BULAN 5.630.000 5.850.000 14.520.000
15 |D.I YOGYAKARTA PER BULAN 5.630.000 5.850.000 14.520.000
16 |JJAWA TIMUR PER BULAN 5.630.000 5.850.000 14.630.000
17 |BALL PER BULAN 5.930.000 6.000.000 14.930.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT PER BULAN 6.080.000 6.230.000 15.000.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR PER BULAN 7.130.000 7.350.000 16.130.000
20 |KALIMANTAN BARAT PER BULAN 6.380.000 6.530.000 15.230.000
21 |KALIMANTAN TENGAH PER BULAN 6.750.000 6.680.000 15.530.000
22 |KALIMANTAN SELATAN PER BULAN 6.720.000 6.530.000 15.380.000

o
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Halaman ; 2
NO |TEMPAT TUJUAN (PROVINSI) SATUAN PICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN

1 2 3 4 5 6

1 |ACEH PER BULAN 6.300.000 6.530.000 15.230.000

2 |SUMATRA UTARA PER BULAN 6.080.000 6.080,000 15.080.000

3 |RIAU PER BULAN 5.930.000 ' 6.000,000 15.000.000
4 |KEPULAUAN RIAU PER BULAN 7.130.000 '7.350.000 16.130.000

5 [JAMBI PER BULAN 5.850,000 5.930.000 14.780.000
23 |KALIMANTAN TIMUR PER BULAN 6.380.000 7.200.000 15.230.000
24 |KALIMANTAN UTARA PER BULAN 6.380.000 7.200,000 15.230.000
25 |SULAWESI UTARA PER BULAN 7.350.000 7.500.000 16.280.000
26 |GORONTALO PER BULAN 7.280.000 '7.430.000 16.280.000
27 |SULAWESI SARAT PER BULAN 6.150.000 5.890.000 15.080,000
28 |SULAWESI SELATAN PER BULAN 6.150.000 5.890.000 15.080.000
29 |SULAWESI TENGAH PER BULAN 6.750,000 6.980.000 15.680.000
30 |SULAWESI TENGGARA PER BULAN 6.900.000 6.380.000 15.900.000
31 |MALUKU PER BULAN 8.,180.000 6.830.000 17.250.000
32 |MALUKU UTARA PER BULAN 7.880,000 6.830.000 16.880.000
33 |PAPUA PER BULAN 8.630,000 7.200.000 17.630.000
34 |PAPUA BARAT PER BULAN 8.480,000 '7.130.000 17.330.000
35 |PAPUA BARAT DAYA PER BULAN 8.480.000 7.130.000 17.330.000
36 |PAPUA TENGAH PER BULAN $.630.000 7.200.000 17.630.000
37 |PAPUA SELATAN PER BULAN 8.630.000 7.200.000 17.630.000
38 |PAPUA PEGUNUNGAN PER BULAN 8.630.000 7,200,000 17.630,000

=
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11. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN MALAKA KE

Halaman: 1

KABUPATEN/KOTA SE DARATAN TIMOR DI PROPINSI NTT

NO KOTA ASAL KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
1 2 3 ) 5
KABUPATEN MALAKA ATAMBUA ORANG/KALI (PP) 150.000
KABUPATEN MALAKA KEFA ORANG/KALI (PP) 150.000
KABUPATEN MALAKA SOE ORANG/KALI (PP) 250.000
KABUPATEN MALAKA KAB. KUPANG ORANG/KALI (PP) 350.000
KABUPATEN MALAKA KOTA KUPANG | ORANG/KALI (PP) 400.000

|
|
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 12 MARET 2025

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

BUPATI MALAKA

NGk w

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR ...covcimimrnnencanrenns
Pejabat/Pemberi Tugas : BUPATIMALAKA
Penerima Tugas :
Nama D reeetmsrecsrrarecesearesissrresraensiaresensarreen
NIP. D eeeteeeecesceeietracnetesieairrretntaterenananns
Jabatan D eeiesseseerieraiensetetnnestsersaersraanasans
Pengikut :
Nama D teereceeceresreeecnrastnerretearsrestresraans
NIP D eeeteeeceerececesetereratesasarerasrrnanresanans
Jabatan D rereecerraseesreresestasaasestesnsacasarerennrans
Tempat kedudukan T eeeeetreceiniseeirnasts et ratenrsrrasrreananns
Waktu Pelaksanaan D eecetcerestecicenrasesasearasensesasrarasasanas
Maksud Perjalanan L eeermececesrenessessassiotsesesassssssssassnsresen
Tempat Tujuan D eeieereereareeereesneeateateaerernnentaernaannns
Lamanya D erecscecacaisecetectiateriastsentseresosasnseanas

Dikeluarkan di Betun.

pada tanggal ... ....... ...
BUPATI MALAKA,

NAMA

W iy XY




PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan ... Nomor ... Betun, Nusa Tenggara Timur 85762

Telp. (0389) ...., Faks. (0389) .....e-mail.
website.

=

NO ok

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR ..c.ceireiaraiiniennnnnes

Pejabat/Pemberi Tugas : BUPATIMALAKA

Penerima Tugas :

Nama D eerecesecetaracetseecntncnsetaresanerasarasesenens
NiP I tetececectsateteteteretesreteentisiacarnsasnssane
Jabatan D rreesreceareeinitenraiereneeasancasansnnnasnen
Pengikut :

Nama D trereereretecrieetereii e enna s nasesennns
NIP D erereresereseereerereinitastereeserenntananssaan
Jabatan D reesertetenteiresreterneranteserasartesansnsaons
Tempat kedudukan D rrecresseesteestresensernrstneesesancsanasansennns
Waktu Pelaksanaan D eereeretrrererrrresaesraeeir s s nsasennoas
Maksud Perjalanan D eeeeereereeeeeceeerinaaa e se s sn s nnan
Tempat Tujuan D rereecesesratensentesaisetstenasssnseassensaaninn
Lamanya L

Dikeluarkan di Betun.

pada tanggal ... ....... ...
a.n. BUPATI MALAKA,

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.




B. FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

BUPATI MALAKA

Lembarke: ...ccovoeiriiiincnne.
Kode No
Nomor L aeremeeriseerseesenenne

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

{(SP PD)

1. Pejabat yang memberi perintah

BUPATIMALAKA

2, Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan Golongan menurut
PP No. 5§ Tahun 2024
b. Jabatan
¢. Tingkat menurut peraturan
perjialanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
¢. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di Betun
pada tanggal ... .......

BUPATI MALAKA,

NAMA




SPPD No.

-------------------------------------

Berangkat dari

(tempat kedudukan) : ...,
Pada tanggal ! errcerrrerescsenrscaneseeneneas
Ke D ememteeeseeceseasesessncsmsereans
Selaku pelaksana teknis kegiatan

ILTbadi s Berangkatdari :.....ccooeeeeeiieiecneen.
Padatanggal : .....ccccmmierccniccanicnnees Ke e
Kepala, Padatanggal : .,

Kepala,

HLTibadi e Berangkatdari .o
Pada tanggal : ......... - - Ke s
Kepala, Padatanggal : .o,

Kepala,

IV.Tiba di D ceercorierenrmnesennnrsersenssrs Berangkatdari : ...ccccccmmicorccccnvianns
Padatanggal :......ccoos coevececs e Ke e
Kepala, Pada tanggal :© e,

Kepala,

V. Tiba kembali di Betun
Pada tanggal ... ....... ...
Telah diperiksa, dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebut diatas benar
dilakukan atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam
wakiu yang sesingkat-singkatnya.

BUPATI MALAKA,

NAMA

VL. CATATAN LAIN-LAIN

PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan
Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

VIL.




PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan ... Nomor ... Betun, Nusa Tenggara Timur 85762
Telp. (0389) ....., Faks. (0389) .....e-mail.

website.

Lembarke: .oooveveeirrccncrnenns
KodeNo : ...... errennennenseres
Nomor L et ereereeerrerenn e

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD) '

1. Pejabat yang memberi perintah PA/KPA

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan Golongan menurut
PP No. 5 Tahun 2024
b. Jabatan
¢. Tingkat menurut peraturan
perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di Betun
pada tanggal ...

PA/KPA,
NAMA

PAMGKAT
NIP.




SPPD No.

........................

Berangkat dari

(tempat kedudukan) : ...........ccueenn..
Pada tanggal fetereercenranee e
Ke ! eeececmreseeaaneeanans
Selaku pelaksana Teknis kegiatan

li. Tiba di Teeeermreeeseeesrcscessseeeearans Berangkatdari @ .o
Padatanggal : ... Ke e,
Kepala, Padatanggal :© @ .

Kepala,

L. Tiba di ! errreenre s neere e eaneenn Berangkatdari : e
Padatanggal @ ...ccoorerrcorreee e Ke D reee e e en -
Kepala, Padatanggal @ .,

Kepala,

NV.Tiba di D tecersersessersanreenesirereeress Berangkat dari RN
Pada tanggal : ............ . Ke e,
Kepala, Padatanggal : @ e,

Kepala,

V. Tibakembalidi :
Padatanggal :.cccorirvrcirreeen.
Telah diperiksa, dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebut diatas benar
dilakukan atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam
wakiu yang sesingkat-singkainya.

PA/KPA,
NAMA

PAMGKAT
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

Vil. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/iba serta
Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan
Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.




C.

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT DPRD

Jalan ... Nomor ... Betun, Nusa Tenggara Timur - 85762
Telp. (0389) ..., Faks. (0389) ....e-mail.
website.

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama D
Tempat, Tanggal Lahir

NIK

Jabatan

Alamat .
Dengan ini menyatakan :

1)

2)

3)

bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan
Surat Tugas Nomor ... tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ...
ke ... dari tanggal ... s.d ...

bahwa saya bersedia mempertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan
dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan
biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan
dinas dilaksanakan.

bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya
perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada
saya  melebihi biaya  perjalanan dinas  yang seharusnya
dipertanggungjawabkan  sesuai ketentuan  peraturan  perundang
undanganan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa
paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau
penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengna hukum yang berlaku.

wery oen 20..0
Pelaksana Perjalanan Dinas, -

ttd

-------------------------------------




D. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Nama I s asesrsamasasssaEssssessmennmraaaera
Pangkat/Gol I it eatssssessmeseceacsesremsarnannnann
NIP L meesessersarsarsssasseErrrrreenrrannen
Jabatan O,
. umlah
No. Uraian J
(Rp)
Jumlah
Menyetujui = =000 e Javasasssasesasaaaneans
Pengguna Anggaran, Pelaksana SPPD,
(o ) 2 )




E. FORMAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/ PENGINAPAN:

1

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertagagl%angan dibawahigif= """ """ " rrtrterssrsssssceaasen
Pangkat/Gol

NIP :
Jabatan

-----------------------------------

Berdasarkan Surat Tugas Nomor......... tanggal .......... , dan
Surat Perjalanan Dinas Nomor...aaasatanggalu mowunmss s w5
dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, selama dan/atau
sebagian dari hari perjalanan dinas, saya tidak menggunakan/menginap di
hotel/penginapan yang berbayar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.




F. FORMAT PERNYATAAN KEHILANGAN BOARDINGPASS PESAWAT
UDARA/KAPAL LAUT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama I eeteesesesseeessessesseessssassessssessssenns
Pangkat/Gol D messssseressseersssssessssssmessssssesmsenas
NIP I eecereresssssssssssrssssssssssssssssssssseses
Jabatan ! rmmemssssaesseszessssesssessesssesessessess
berdasarkan Surat Tugas Nomor ............... , tanggal
d
an
Surat Perjalanan Dinas Nomor ........... , tanggal
tel
ah
melaksanakan perjalanan dinas selama ..... (-----) hari pada
tanggal
.......... s/d. tanggal ........., untuk keperluan

dengan menggunakan pesawat udara/kapal laut.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
saya telah kehilangan boardingpass
........ (Keberangkatan/Kepulangan) beserta dengan airport tax,
dengan nomor tiket.............. dan kode booking

.......... serta tanggal penerbangan ..............

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyutujui = ... S
Pengguna Anggaran Pelaksana SPPD,
Materai
10.000

-----------------------------------

------------------------------

----------------------------------




G. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Surat Tugas Nomor : - .. tanggal
................... Surat Perjalanan Dmas Nomor
tanggal ..ocoeeeeenenennens
Uraian Rincian Biaya Jumlah
No. Komponen Biaya Volume Harga Rp) Ket.
Perjalanan Dinas (Rp)
1. | Biaya Transportasi
2. | Biaya Penginapan
3. | UangHarian
4. | Uang Representasi
5. | dst
Total Biaya Perjalanan Dinas
Terbilang:
Pelaksana SPPD,
(eemrrmmmmmem e s s )
NIP. o mnmnmanas
TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS
NAMA | PANGKAT | , JUMLAH NOMOR | 7anpa
NO. NIP /GOL UANGYANG | REKENING TANGAN
DITERIMA PENERIMA
1.




H. FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

SERANGHAT DAERAH:

RS S F
™ e T, T~
= N S =

A7 Pendahulusn
2. Landdssi Huldim
'3*Haksud dan Tijuan,
B Kegiatan yang dilbksanskan.
E:- Hadll yang db capat

B.{ Kesimjiulan dani Saran;

.- Penutup

fa et TN s S Ay
-Peda tanggal Soie
Vo

:Ngind Jabatan®

’gm' S, T
; ?jz Z’P.” LA L LR




.. FORMAT SURAT PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama I e cracasaemenmaena Ceesasaseaan s
Pangkat/Gol I s uvemsrensrenasanassannus s
NIP I e e emcemsscremdmas e aseana s
Jabatan I i eemasaemsasesasrasmseamrasana e
Unit Organisasi I eedmiiaimmesasmemmenesaaceanaos ceeia

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas

nama:
Nama I esessesaraseasasserserr e
Pangkat/Gol D eeseseaansasasaenn Pesemas e
NIP D hiisdassscasaseammassanannan ceemaaes
Jabatan D et eesenessacscescemsesnsransasenanan
Unit Organisasi D et e emeecseasaressemecmenaannee

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu..........

----------------------------------------------------------------

---------- Hmmm s e w e ke e R s S NEeEEe & u"mEE S S WE SN BeEWEE AN SemEmEEEm

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh Pelaksana SPPD lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

P I I I A e ]

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000




}. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama I tisaccesasamssasenesssmnanananen
Pangkat/Gol D e i aaasesmasassecmceaeaean
NIP I dedemmmsasacuemmmsaenascenmeenun
Jabatan I hessasress csssemecrremmananrenn
Unit Organisasi :

--------------------------------

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan
Surat Tugas Nomor :

.................. tanggal
Perjalanan Dinas Nomor

chnee e dan Surat
............. fanggal.....commeeermm... 2 138 Nama

Nama @} eemessm-emmssemme-sssessmea-ssons

Pangkat/Gol 1 sesmeemmssescisessnemensemenesnns

NIP 1 aesesmmes=saassssssersssasemsons

jabatan

finit Organisasi =~ § seeemm-mmemssessesesmesmomonres

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyatazn Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabataa ranggal ---------

Betken aan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa s dan

H= pengi yang telah terlanjur dibayarkan tidak dapat
ya

............... Connes
oot refund (sobagian/selurubnyasebesar P ) serimgga

Dermikian surat pernyataan ini dlbuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
an

\
sebagalmana mestinya i \
Yo Membuat Pernyataan,
Materai
10.000
\ : :
NIP.ccanren-
\ \
‘l |
\ \
\
\
‘1‘1 \
\
l///
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